Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 15 TAHUN 2009
TENTANG
PAJAK HOTEL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

a. bahwa sebagal dasar hukum pemungutan pajak hotel yang

merupakan  salah satu  sumber pembiayaan  dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan .pembangunan daerah
dalam rangka meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan
masyarakat, telah diberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat || Banyumas Nomor 7 tahun 1998 tentang Pajak
Hotel dan Restoran

. bahwa dengan dilaksanakannya penataan organisasi perangkat
daerah di lingkungan Pemenntah Kabupaten Banyumas
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan perubahan atas
beberapa Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar
hukum pembentukannya, maka ketentuan yang mengatur Pajak
Hctel dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan huruf b, perlu membentuk kemball Peraturan Daerah
tentang Pajak Hetel,

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupalen Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;



2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1881
Nomor 758, Tambahan Lembaran Negara Republik Indcnesia
Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerzh
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diuban dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 MNomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1897 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3586) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19
Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987),

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor

27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4189);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nemor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389),
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13.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran MNegara Republik Indonesia Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438):

Peraturan Pemerintah Nomer 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 41.38);

Peraturan Pemerintah  Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintan,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerzh
KabupatenfKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737),

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor B89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan,
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15.

16.

17.

18.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat |l Banyumas
Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan,
Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sebagal
Penyidk Pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkatl I
Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat lI
Banyumas Tahun 1986 Nomor 5 Seri D),

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5, Seri E).

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Ranyumas (Lembaran Daesrah Kabupaten Banyumas Tahun
2008 Nomor 2, Sen D),

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomar 12 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2008 Nomor 3, Sen D),

Peraturan Daerah Kabupatan Banyumas Nomor B Tahun 2009
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3, Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Menetapkan

dan

BUPATI BANYUMAS
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HOTEL.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Nalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.

2. Pemerintah Daerash adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.

Bupali adalah Bupati Banyumas
Dinas adalah Dinas Daerah vang membidangi tugas pendagpatan daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan
Polisi Pamong Fraja Kabupaten Banyumas.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Fajak Hotel yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas
pelayanan hotel.

Hotel adalah bangunan vang khusus disediakan bagi orang untuk dapat
menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasiitas lainnya dengan
dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki
uleh pihak yang sama, kecuali untuk perlokoan dan perkantoran.

Pengusaha Hotel adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha
Hotel untuk dan atas namanya sendirl atau untuk dan atas nama pihak lan yang
menjadi tanggungannya.

Surat Pemberilahuan Pajak Daeran yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah
surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan
pembayaran Pajak Hotel yang terutang menurut Peraluran Perundang-undangan
Perpajakan Daerah,

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSFD adalah surat yang
digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak
yang terutang ke Kas Daerah atau ke tlempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat
keputusan yang menentukan besarnya jumiah pajak terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPOKB
adalah surat keputusan vang menentukan besarmnya |umlah pajak yang terutang,
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administrasi dan jumiah yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanuinya
disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas
Jumlah pajak yang ditetapkan
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Surat Ketetapan Pajak Daeran Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLE
adalah surat kepulusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak
karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak
seharusnya terutang.

Surat Ketelapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adaliah
surat keputusan yang menertukan jumlah pajek yang terutang sama besarnya
dengan jumiah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untufk
melakukan tagihan pajak danfatau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau
denda.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan
pajak.

Badan adalah suatu Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan
Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha
Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Kongsi,
Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk
Usaha Tetap serta bentuk badan usaha fainnya.

Utang Pajak adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak
dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan Peraturan
Perundang-undangan Perpajakan.

Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau dibebaskan dari
suatu perikatan dengan lewatnya suatu wakiu tertentu

Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh
penyidik untuk mencari serla mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat
terang tndak pidana di bidang Pajak Daerah yang terjadi, serta menemukan
tersangkanya.

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai
Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang
untuk melakukan penyidikan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di
lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-
Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.



BAB I
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Dengan Nama Pajak Hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan di hotel

Pasal 3

(1) Obyek pajak adalah pelayanan yang disediakan di hotel dengan pembayaran.

(2) Obyek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. faeilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, antara lain gubug

pariwisata (cottage), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (hostel), losmen
dan rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumiah kamar 10 (sepuluh)
atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan

. pelayanan penunjang antara lain telepon, faksimile, teleks, fotokopi, pelayanan

cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola
hotel;

. fasilitas olah raga dan hiburan antara lain pusat kebugaran (fitnes center],

kolam renang, tennis, golf, karaoke, pub, diskotek, yang disadiakan atau
dikelala hotel;

d. jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel,

(3) Tidak termasuk obyek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

(1)

a. pernyewaan rumah atau kamar, apartemen dan/alau fasilitas tempat tinggal

lainnya yang tidak menyatu dengan hotel

. asrama dan pesantran;

. fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di holel dan dipergunakan oleh

bukan tamu hotel dengan pembayaran;

. pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipakai oleh umum di hotel; dan

. pelayaran perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat

dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 4

Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran
kepada holel.

(2) Wajib pajak adalah pengusaha hotel.



EAB Il
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal &
Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel

Pasal 6

(1) Waiib Pajak dalam memungut pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

menggunakan nota, nota pesanan atau sejenisnya

(2) Salinan nota, nota pesanan atau sejenisnya yang sudah dipergunakan disimpan
oleh Wajib Pajak sebagai bukti dalam pembuatan SPTFD.

Pasal 7
Tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 8
(1) Pajak yang terutang dipungut di Daerah.
(2) Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BABV
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8
Masa pajek adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 10
Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di hotel.
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Pasal 11
Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD.

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan
lengkap serta ditandatangani cleh wajib pajak atau kuasanya.

SPTPD yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupali paling lambat 15
(lima belas) hari setelah berakhimya masa pajak.

Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTFD diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati.

BAB VI
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 12
Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Bupati
menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKFD

Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak atau kurang dibayar
setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, maka
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan
dan ditagih dengan menerhitkan STPD

Pasal 13
Waijib pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak
sendiri yang lerutang.

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat
menerbitkan :

a. SKPDKB;

b. SKPDKBT,

c. SKPDN.

SKPDKE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diterbitkan :

a. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang
tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar
2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat



(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung
sejak saat terutangnya pajak;

b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan
telah ditegur secara terlulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
dihitung sejak saat terutang pajak.

c. jka kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung
secara jabatan, dan dikenakan sanksi adminstrasi berupa kenaikan sebesar
25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan cihitung dari pajak yang
kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waklu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan dihitung sejak saal terutangnya pajak.

SKPDKRBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diterbitkan jika ditemukan
data baru yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah
pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan scbesar
100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ diterbitkan jika jumlah pajak
yang terutang sama besarnya dengan jumiah kredit kekurangan pajak tidak
terutang dan tidak ada kredit pajak.

Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKFPDKB dan SKPDKBT
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, lidak atau ticak
sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan
menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua
persen) sebulan.

Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tdak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tincakan

pemeriksaan.
BAB VI
TATA CARA PEMEAYARAN PAJAK
Pasal 14
Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh

Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan
STPD.
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Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan
pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam (satu kali
duapuluh empat jam) atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan
dengan menggunakan SSPD.

Pasal 15
Pembayaran pajak harus cilakukan sekaligus atau lunas.

Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak
terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang
ditentukan.

Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus
dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2%
(dua persen) sebulan dari jumiah pajak yang belum atau kurang dibayar.

Bupati dapat memberkan persetujuan kepada waijib pajak untuk menunda
pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi
persyaratan yang diteniukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan
darl jumiah pajak yang belum atau kurang dibayar.

Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara
pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16
Atas pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diberikan tanda
bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembeyaran dan buku penerimaan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB VIl
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 17
Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal
tindakan pelaksanaan penaghan Pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh
tempo pembayarar.
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(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau sural
peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang
terutang.

(3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang,

Pasal 18
(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar lidak dilunasi dalam jangka waktu
sebagaimana ditentukar dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain
yang sejenis, jumiah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa

(2) Pejabatl menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) har
sejak tanggal surat leguran atau sural peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 19
Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 X 24 jam (dua
kali duapuluh empat jam) sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, Pejabat segera
menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan,

Pasal 20
Setelah dilakukan penyitaan dan waiib pajak belum melunasi uang pajaknya, setelah
lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Sural Perintah Melaksanakan
Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada
Kantor Lelang Negara.

Pasal 21
Setelah Kantor | elang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan
lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada walib pajak.

Pasal 22

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
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(1)

BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 23
Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan,
keringanan dan pembebasan pajak

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak

(1)

(2)

(3)

(4)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24
Bupati karena jebatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :
a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKEBT atau STPD yang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekelruan
dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah,

b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;

c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda
dan kenaixan Pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena
kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya

Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan
atau pengurangan sanksi adminsilrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD
sebageimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis cleh Wajib
Pajak kepada Bupati, sslambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang
jelas.

Bupati paling lama 2 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.

Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Bupali tidak memberikan keputusan permohonan pembetulan, pembatalan,
pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi
dianggap dikabulkan.
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(h

(2)

(3)

(4)

(%)

(1)

(2)

BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 25
Waijib pajak dapal mengajukan keberatan hanya kepada Bupali atas suatu
a. SKPD;
b. SKPDKB;
c. SKPDKBT;
d SKPDL;
e SKPDN.

Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan
secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal
SKPD, SKPOKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak,
kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu ilu lidak dapal
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Bupati dalam jangka wakiu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat
permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) citerima, sudah
memberikan keputusan.

Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada avat (3),
Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda
kewajiban membayar pajak.

Pasal 26
Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa
Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah ditermanya keputusan keberatan.

Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda
kewsjiban membayar Pajak.

Pasal 27

Jika pengsjuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 atau bancing
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikabulkan sebagian atau seluruhnya,
kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar
2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
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BAB Xl
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 28
(1) Waijib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak kepada Bupati secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya
a. nama dan alamat Wajik Pajak;
Nomar Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
masa Pajak;
besarnya kelebihan pembayaran Pajak;

a a p o

alasan yanyg jelas.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas] bulan sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus memberikan kepulusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilampaui, Bupati
tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam wakiu paling lama
1 (satu) bulan.

(4) Jika wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (Z) langsung diperhitungkan untuk melunasi
terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran paijak dilakukan dalam waktu paling lama 2
(dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintan
Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

(8) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu
2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati memberikan imbalan bunga
sebesar 2 Y% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan
pajak.

Pasal 29
Dalam hal kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan cengan utang pajak lainnya,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan
cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti

pembayaran.
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(1

(2)

(1)

(2)

BAB Xl
KADALUWARSA

Pasal 30
Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluwarsa setelah melampaui jangka
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak terutangnya pajak, kecual jka wajib pajak
melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.

Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh
dalam hal :
a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;

b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun lidak
langsung.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 31
Pejabal Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai penyidik uniuk melakukan penyidikan findak pidana di
bidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1881 tentang Hukum Acara Pidana.

Wewenang Penydik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan mensaliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di hidang perpajakan Daerah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi stau
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana perpajakan Daerah tersebut;

c. meminta kelerangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

d. memerksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penytaan ternadap
bahan bukti tersebut;
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(3)

(1)

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelakeanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang
dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;

h. memotret sesearang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;

i. memanggil orang untuk didengar kelerangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang periu untux kelancaran penyidikan tindak pidana
di bidang perpajakan Daerah meruut hukum yang dapat di-
pertanggungjawablkan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidi<an dan menyampaikan hasil penyidikarnya kepada Penuntut Umum,
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1681
tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 32
Waijio pajak yang karena kezlpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi
dengan fidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak
benar sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling
lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang
terutang.

Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak
benar sehingga meruglkan keuangan daerah diancam pidana penjara paling lama
2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang

terutang.

Pasal 33

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayal (2) fidak

dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya
pajak atau berakhirmya masa pajak.
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BAB XVi
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34
(1) Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

(2) Pengawasan umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh
Perangkat Daerah yang membidangi tugas pengawasan.

(3) Penegakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satpol PP.

(4) Untuk kepentingan pelaksanaan dan penegakan Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diberikan biaya operasional yang besarnya
ditetapkan oleh Bupati.

BAB XViI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35
Hal-hal yang belum diatur dalam Peratluran Daerah ini, sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berdaku, maka ketentuan yang mengatur Pajak
Hotel dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat |l Banyumas Nomor 7
Tahun 1998 tentang Pajak Hctel dan Restoran (Lembaran Daerah Kabupalen Daerah
Tingkat 11 Banyumas Tahun 198 Nomor 11 Seri A Nomor 4) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 37
Peraturar Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

T
|

|| 1ZMBARAN DAERAN KABPATEN S4NTUMAS TARUN . 2009, |
i rowon...... oL i

Diundangkan di Purwokerto

Pada Tanggal .11, JUL.2004...

SEEKRETARIS DAERAH HARUPATEN DBANYUMAS |

= —— pada tanggal 1 Juli 200%
BUPAT NYUMAS,

_,_/_..;"-’.

M. ISKANDAR / 7TPIN, SKM.M.Se

Pemhina a WModa
NIP: 189531204 1576043 1 003
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR [5 TAHUN 2009
TENTANG
PAJAK HOTEL

PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah heherapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pajak daerzh
merupakan salah satu sumber pendapatan daerah agar dapal melaksanakan
gtonomi daerah, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, di
samping sumber pendapatan daerah lainnya. Sumber pendapatan daerah tersebut
diharapkan menjadi sumber pambiayaan penyzlenggaraan pemerintahan dan
pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahterazn
masyarakat,

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1887 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Dasrah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
34 Tahun 2000 tentang Perubzhan Atas Undang Undang Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 1€97 tertang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sarta Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Pajak Daerah ditetapkan
dengan Peraturar Daerah.

Sebagai dasar hukum pemungutan Pajak Hotel dar Restoran di Kabupaten
Banyumas telah diundangkan Peraturan Daerah Kebupatzn Daerah Tingkat ||
Banyumas Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran (Lembaran
Daarah Kabupaten Daerah Tingkat Il Banyumas Tahun 1998 Nomor 11 Seri A
Nomaor 4), namun dengan dilaksanakannya penataan arganisasi perangkat daerah
¢i ingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas bercasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang membawa
konsekuensi berubahnya perangkal daerah yang berwenang melakukan
pemungutan pajak daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerak Nomeor 7
Tahun 1998, dan perubahan atas beberapa Peraturan Perundang-undangan yang
menjadi dasar hukum pembentukannya, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
1998 tersebut peru ditinjau kembali dan disesuaikan.
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PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2 :

Cukup jelas
Pasal 3 .

Cukup jelas
Pasal 4 :

Cukup jelas.

Pasal § :

Cukup jelas
Pasal 6 :

Cukup jslas
Pasgal 7 :

Cukup jelas.

Pasal 8 :

Cukup jelas
Pasal 9 :

Cukup jelas
Pasal 10 :

Cukup jelas
Pasal 11:

Cukup jelas
Pasal 12 :

Cukup jelas.

Pasal 13 :

Cukup jelas.

Pasal 14 *

Cukup jelas.

Pasal 15:

Cukup jelas.

Pasal 16 :
Cukup jelas
Pasal 17 -

Cukup jelas.

FPasal 18 :

Cukup jelas.
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Pasal 19:

Cukup jelas.
Pasal 20:

Cukup jelas.
Pasal 21

Cukup jelas.
Pasal 22:

Cukup jelas.

Pasal 23

iyt Cuewpr 3eag

wat [») Dasar pembenian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak dapat

diberikan dengan mempertimbangkan antara lain kemampuan mermbayal

Waijib pajak.
Pasal 24:
ayat (1)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b

Bupati karena jabatannya, dan berlandaskan unsur keadiian dapat

membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang fidak benar,

misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak

memenuhi persyaratan formal (memasukkan Surat Keberatan lidak pada

waktunya) meskipun parsyaratan materiil terpenuhi.

huruf ¢

Cukup jelas.

ayat (2)
Cukup jelas.

ayat (3)
Cukup jelas.

ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 25:
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas,

Fasal 27:

Imbalan bunga dihitung sejak bulan
diterbitkannya SKPDLB.

pelunasan

sampal  dengan



Pasal 28
ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
Cukup jelas.
ayat (3)
Cukup jelas
ayat (4)
Cukup jelas.
ayat (5)
Cukup jelas.
ayat (6)
Besamya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak dihtung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKPDLB sampai dengan saat dilakukannya pembayaran
kelebihan.
Fasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30:
&ayat (1)
% | Saat kadaluwarsa penagihan pajak ditetapkan untuk memberikan
5; kepastian hukum kapan hutang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi.
ayat (2)
huruf a
Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa, kadaluwarsa
penagihan dihitung sejak tanggal panyampaian Surat Paksa tersebut.
huruf b
Yang dimaksud dengan pengakuan utang pajak secara langsung adalah
Waijib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang
pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan pesngakuan ulang secara tidak langsung adalah
Wajib Pajak tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia
mengakui mempunyai utang pajak kepada Pemerintah Daerah.
Contoh
- Wajb Pajak mengaukan permohonan angsuran/penundaan
pembayaran;
- Wajb Pajak mengajukan permohonan keberatan.

22



Pasal 31:
Cukup jelas.

Pasal 32 :

ayal (1)
Dengan adanya sarksi pidana, diharapkan timbul kesadaran wajib pajak
untuk memenuhi kewajibannya, yang dimaksud dengan kealpaan berarti
tidak sengaja, lzlai, tidak hati-hali atau kurang mengindahkan ke-
wajibannya, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian
keuangan Daerah.
ayal (2)

Perbuatan atau tindakan sebagaimara dimaksud dalam ayat ini yang
dilakukzan dengan sengaja, dikenakan sanksi yang lebih barat dari pada
alpa, mengingat pentingnya penerimaan pajak bagi Daerah.

Pasal 33 .
Ketentuan ini dimaksudkan guna memberikan kepastian hukum bagl
Waijib Pajak. Penuntul Umum dan Hakim.

Pasal 34 .
Cukup jelas.

Pasal 35 -
Cukup jelas.

Fasal 36 :
Cukup Jelas.

Pasal 37 :
Cukup jelas.
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